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INTISARI  

Tesis ini berjudul “Peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh 

melalui penerapan upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Tesis ini 

bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi peran hukum dalam mewujudkan 

kesejahteraan pekerja/buruh melalui penetapan upah minimum di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, serta untuk mengetahui dan mengevaluasi peran hukum melalui 

penetapan upah minimum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini merupakan penelitian normatif 

dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui upah 

minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai jaring pengaman. 

Sebagai jaring pengaman, upah minimum menjadi patokan atau garis minimum 

dalam pemberian upah kepada pekerja/buruh agar upah pekerja/buruh tidak 

merosot tajam sampai pada titik terandah, serta memberikan kepastian bagi 

pekerja/buruh akan perolehan upah sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak. 

Peran hukum tersebut saat ini belum dapat membantu mewujudkan kesejahteraan 

para pekerja/buruh, karena beberapa faktor seperti penetapan upah minimum 

dibawah standar kebutuhan hidup layak, lemahnya pengawasan (kurangnya 

pengawas ketenagakerjaan, luasnya wilayah pengawasan, sistem pengawasan 

pasif dan penerapan sanksi yang tidak tegas), sistem pengupahan di perusahaan 

yang tidak didasarakan pada upah minimum, rendahnya tingkat pendidikan dan 

kurangnya pengetahuan pekerja/buruh serta posisi pemerintah hanya sebagai 

mediator dalam penetapan upah minimum. 

 

Kata kunci: upah, pekerja/buruh, kesejahteraan 
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ABSRACT  

This thesis is entitled “The Role of Law in Implementing Workforce Welfare 

Through The Determination of Based Salary in Nusa Tenggara Timur Province”. 

This thesis is aimed to find out and evaluate the role of law in implementing 

workforce welfare through the  determination of based salary in Nusa Tenggara 

Timur Province. This is normative research with law sociological approach. The 

result of this result indicates that the role of law in implementing  workforce 

welfare through the  determination of based salary in Nusa Tenggara Timur 

Province is through safeguard net. As a safeguard net, it becomes the standard or 

minimum rate in salary giving to workforces so that they do not fall sharply to the 

lowest point and give certainty for them on salary as proper life need standard. 

The role of law has not helped to implement their welfare because some factors, 

such as the determination of based salary as proper cost of living, the weak 

monitoring (less manpower supervisors, broad monitoring area, passive 

monitoring system and unfirm sanction giving), company’s waging system is not 

based on based salary, the low education and less knowledgable worforces and the 

government’s position as a mediator in determining based salary.  

Keywords: wage, workforces, welfare.  
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